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Peran stakeholders dalam pengelolaan Desa Wisata Randugede Hidden Paradise (RHP) 
menjadi sangat penting, saat ini lokasi tersebut sedang populer dan menjadi sorotan sebagai 
destinasi wisata baru di Kabupaten Magetan. Peran yang baik antar stakeholders disana sangat 
diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan bersama tanpa adanya konflik selama pembangunan 
desa wisata. Peran stakeholders selama pengembangan dan pengelolaan desa wisata dapat 
menciptakan output yang baik, maka manfaat sebesar-besarnya akan juga dapat dirasakan oleh 
masing-masing pihak. Stakeholders tersebut di kelompokkan menjadi tiga yaitu stakeholder 
primer, stakeholder kunci, stakeholder sekunder. Stakeholders primer terdiri dari penduduk 
atau masyarakat desa, stakeholder kunci terdiri dari pengelola desa wisata yaitu sub unit 
BUMDES Randugede yang bernama Randualas, investor, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, sedangkan stakeholder sekunder terdiri dari 
Pemerintah Desa Randugede, komunitas swasta, biro perjalanan pariwisata dan media massa. 
Masing-masing stakeholders memiliki peran/posisinya sendiri dalam pengelolaan desa wisata, 
antara lain sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, akselerator. Posisi 
tersebut pada intinya adalah menciptakan output atau manfaat dalam pengembangan dan 
pengelolaan sebuah desa wisata di Randugede Hidden Paradise. 
 




Rukini et al. (2015) mengemukakan bahwa sektor pariwisata sangat berperan besar 
dalam menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi 
fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Prospek pariwisata 
dianggap sebagai sajian produk yang menjanjikan peluang kesejahteraan di suatu daerah atau 
negara (WTO dalam Leiper, 1995). Sektor pariwisata merupakan modal atau potensi yang 
dimiliki oleh masing-masing daerah, modal berupa sumber daya alam yang dimiliki, 
kebudayaan, adat-istiadat serta kemampuan pemerintah dan masyarakat mengemas segala 
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keunikan yang dimiliki menjadi sebuah identitas dari daerah tersebut. Pengembangan dan 
pengelolaan dari pariwisata yang dilakukan pada suatupedesaan dinamakan dengan desa 
wisata. Pembangunan daerah desa wisata juga dapat dikaitkan dengan peraturan yang 
tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah 
daerah mengharuskan setiap daerah menggali potensi yang ada untuk dapat menambah 
pendapatan daerah. 
Pengembangan dan pengelolaan wisata di suatu daerah membutuhkan adanya kontribusi 
dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata (stakeholders). Menurut Budimanta 
et al. (2008) stakeholders dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki 
kepentingan, terlibat oleh kegiatan atau program pembangunan. Peran stakeholders sangat 
diperlukan pada Desa Wisata Randugede Hidden Paradise (RHP), Kecamatan Plaosan, 
Kabupaten Magetan, karena keterlibatan peran stakeholders akan menghasilkan perencanaan 
strategi pariwisata yang dapat diterima dengan baik, dapat terhindar dari konflik yang timbul 
selama implementasi kebijakan dan menyatukan mereka yang secara langsung dan tidak 
langsung terlibat dalam pariwisata. 
Desa wisata RHP dikembangkan karena didukung dengan potensi alam yang asri yang 
dikelilingi bukit dan sungai sehingga dapat menciptakan wahana  seperti outbound¸ spot foto, 
track jeep dan lain sebagainya. Pengembangan Desa Wisata RHP dikelola oleh investor dan 
BUMDES Randualas dengan tujuan mengembangkan sektor perekonomian desa dan 
memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek dan objek dalam pembangunan desa wisata 
ini. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan diketahui banyak didukung dengan 
jenis potensi wisata lokal baik sumber daya alam yang indah dan sumber daya manusia yang 
siap untuk diberdayakan, sehingga sampai sekarang Kabupaten Magetan mendapat julukan 
“The Beauty Of Java” (DISPARBUDPORA Kabupaten Magetan 2012 dalam Prasetyo, 2014). 
Desa Wisata RHP ini diketahui baru saja dibuka dan diresmikan Desember 2019 lalu. Harapan 
yang diinginkan selama pengelolaan desa wisata adalah selain menambah pendapatan 
perekonomian desa pastinya juga akan menuju kesejahteraan masyarakat serta menciptkan 
pariwisata yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut masih kurang begitu melekat pada diri 
sebagian masyarakat Desa Randugede, masih ada yang beranggapan bahwa keuntungan akan 
diperuntuhkan oleh pihak pemerintah khususnya desa, dan bukan kepada masyarakat sendiri. 
Faktanya apabila peran stakeholders selama pengembangan dan pengelolaan desa wisata dapat 
menciptakan output yang baik, maka manfaat akan juga dapat dirasakan oleh masing-masing 
pihak khususnya masyarakat desa yang tergabung ataupun tidak tergabung selama pengelolaan 
desa wisata tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
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dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis peran stakeholders dalam pengelolaan desa 
wisata RHP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran stakeholders dalam pengelolaan 
Desa Wisata RHP. 
 
Metodologi 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor 
dalam (Moleong, 2011) penelitian kualitiatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diminati. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian 
ini semua data yang terkumpul dari wawancara semi terstruktur oleh kepala desa, ketua 
BUMDES Randualas (sudah termasuk dalam pengelola desa wisata Randugede Hidden 
Paradise), investor, masyarakat yang dipilih sengaja (purposive sampling), observasi 
partisipatif serta dokumentasi yang nantinya peneliti lakukan kemudian akan dianalisa dan 
diorganisasikan untuk menarik kesimpulan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan sesuai 
dengan tujuan penelitian yang menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas (Miles Huberman dalam Sugiyono 2010). Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive sampling (sengaja). Lokasi yang dipilih untuk dilakukan penelitian adalah 
Desa Wisata RHP Plaosan, Magetan.  
 
 
Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh hasil berupa matriks mengenai 
peran stakeholders Desa Wisata RHP. Menurut Maryono et al 2005 (dikutip dalam Yosevita, 
2015) menyebutkan bahwa beberapa stakeholders tersebut nantinya di kelompokkan menjadi 
tiga jenis dan yaitu stakeholder primer, stakeholde kunci, stakeholder sekunder. Peran 
stakeholders menurut (Nugroho, 2014) dapat diklasifikasikan menurut posisinya antara lain 
sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, akselerator. 
A. Identifikasi jenis stakeholders dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata 
RHP  
1. Stakeholders primer 
Maryono et al 2005 (dikutip dalam Yosevita, 2015) menyatakan bahwa stakeholders 
primer merupakan stakeholders yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif 
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maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan. kepentingan langsung dengan 
kegiatan tersebut. Townsley (1998) juga mengatakan bahwa stakeholders primer yaitu pihak 
yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencaharian 
ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi, yang termasuk stakeholders primer dalam 
pengembangan dan pengeloaan Desa Wisata RHP penduduk atau masyarakat dari desa 
Randugede. 
2. Stakeholders kunci 
Maryono et al 2005 (dikutip dalam Yosevita, 2015) menyatakan bahwa stakeholders 
kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. 
Penelitian ini stakeholders kunci adalah stakeholders yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan. Berikut yang termasuk dalam stakeholders kunci 
di desa wisata Randugede Hidden Paradise adalah pengelola Desa Wisata RHP yang 
merupakan sub unit BUMDES (Randualas) dan investor, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan. 
3. Stakeholders sekunder 
Maryono et al 2005 (dikutip dalam Yosevita, 2015) menyatakan bahwa stakeholders 
pendukung merupakan stakeholders yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu 
rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Stakeholders 
pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan. Stakeholders pendukung dalam pengembangan dan 
pengelolaan Desa Wisata RHP meliputi Pemerintah Desa Randugede, komunitas-komunitas 
swasta, biro perjalanan pariwisata, dan media massa. 
B. Identifikasi peran atau posisi stakeholders dalam pengembangan dan pengelolaan 
Desa Wisata RHP. 
1. Policy creator 
Menurut Nugroho (2014) policy creator yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan 
penentu kebijakan. Thompson (2011) juga mengatakan bahwa biasanya masyarakat yang 
terkait dengan proyek atau kegiatan suatu program akan ditempatkan sebagai penentu utama 
dalam proses pengambilan keputusan.  
2. Koordinator  
Menurut Nugroho (2014) pada hal ini peran stakeholders yaitu mengkoordinasikan 
stakeholders lain yang terlibat. 
3. Fasilitator 
Nugroho (2014) mengatakan bahwa peran stakeholders sebagai fasilitator yaitu 
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 1274 
P-ISSN: 2620-8512 
menfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Stephen (2011) secara 
jelas mengatakan bahwa salah satu pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi dan 
mengelola peran sektor di bidang pariwisata adalah pemerintah setempat yang terkait.  
4. Implementer 
Nugroho (2014) mengatakan bahwa peran implementer yaitu sebagai pelaksana 
kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. 
5. Akselerator  
Menurut Nugroho (2014) pada hail ini stakeholders berperan mempercepat dan 
memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih 
cepat waktu pencapaiannya. 
C. Analisis peran stakeholders dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata 
RHP. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, berikut merupakan tabel pengidentifikasian dengan 
mengelompokkan masing-masing stakeholders sesuai dengan jenis dan posisi/peran 
stakeholders dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata RHP, Kecamatan Palosan, 
Kabupaten Magetan. 
Tabel 1. Hasil identifikasi analisis peran stakeholders dalam pengembangan dan pengelolaan 
Desa Wisata Randugede Hidden Paradise.  
Stakeholders 
Primer 








              
Pelaksana / 
Implementer 
1. Ikut berpartisipasi  
untuk pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan 
desa wisata Randugede 
Hidden Paradise (RHP) 
 
1. Terlibat langsung dalam 
pengelolaan desa wisata,  
sehingga dapat dikatakan 
sebagai usaha terbukanya 
lapangan pekerjaan baru 
untuk masyarakat baik 
yang bergabung ataupun 
tidak dalam pengelolaan 




dari pengelolaan desa  
wisata RHP, tetapi dalam 
hal ini suara keputusan 
dan saran masyarakat 
masih difasilitasi oleh 
BUMDES Randualas 
saat ada kegiatan rapat 
rutin, sedangkan sebagai 
pelaksana masyarakat 
banyak keuntungan yang 




yang ada yaitu kontra 
dari beberapa 
masyarakat yang masih 
beropini bahwa hasil 
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keuntungan tidak akan 



























































                     
             
 
 
Fasilitator     
 







Akselerator    
 
 
          
          
Pelaksana / 
Implementator 
                                               
          
Fasilitator 
 
            
1. Memutuskan kesepakatan 
saran dari masyarakat Desa 
Randugede terkait dengan 
desa wisata RHP.  
 
1. Membuat koordinasi oleh 
beberapa stakeholders 
2. Melakukan koordinasi 
rapat yang diadakan setiap 
bulan untuk pengembangan 
dan pengelolaan RHP. 
 
1. Memberikan usulan 
kepada pemerintah daerah 
terkait pengembangan desa 
wisata RHP. 
2. Berpartisipasi ke dalam 
Kelompok Sadar 
Wisata yang diadakan 
oleh 
DISPARBUDPORA. 
3. Membuat peraturan dari 
tata laksana 
pengelolaan desa wista. 
 
1. Menyediakan fasilitas serta 
pembangunan sarana dan 
prasarana di desa wisata 
RHP, maupun akses 
menuju lokasinya. 




bekerja dan bergabung 
disana.  
3. Memberikan kontribusi 
(Pendapatan Asli Desa) 
kepada pemerintah Desa 
Randugede.     
 
1. Peran ini dimiliki oleh 
investor yang juga sebagai 
pengelola, memberikan 
Peran pengelola desa 
wisata (RHP) dalam 
mengkoordinasi dan 
sebagai pelaksana dan 
pengambilan keputusan 
sudah dapat dikatakan 
baik. Pengelola desa 
wisata RHP merupakan 
sub unit dari BUMDES 
Randualas dan investor, 
saat pengambilam 
keputusan mereka 
berlandasrkan dari saran 
dan kesepakatan 
masyarakat saat rapat 
rutin. Peran fasilitator 
pengelola desa wisara 
RHP yang bisa dirasakan 
manfaat hasilnya adalah 
semula Desa Randugede 
yang tidak mempunyai 
PAD, sekarang sudah 
jauh lebih meningkat. 
PAD digunakan sebagai 
penambah pemasukan 
sumber pendapatan desa 
yang gunanya  
menyejahterakan dan 
meningkatkan taraf 
hidup masyarakat desa. 
Investor memberikan 
investasi modal dengan 
keuntungan dan 
kesepakatan semua 
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kontribusi investasi modal 
di desa wisata RHP. 
                                         
1. Pemberdayaan terhadap  
Kelompok Sadar Wisata 
dalam pengembangan desa 
wisata. 
 
1. Ikut mempromosikan desa 
wisata Randugede dalam 
website dan di berbagai 
acara. 





melalui  pokdarwis desa. 
Hambatan yang ada 
sampai saat ini 
disparbudpora belum 
mengadakan pelatihan 
karena terhambat oleh 
pandemi, selebihnya 
untuk peran fasilitator 
semuanya sudah baik 
informasi dan promosi 
yang dilakukan sangat 
berdampak pada 
kegiatan kepariwisataan 
di desa wisata RHP. 
Stakeholders 
Sekunder 
































1. Membuat peraturan  
terkait desa wisata 
RHP, memfasilitasi 
segala informasi, dan 
juga menjadi penyalur 




pengelolaan RHP.  
                                              
1. Mepromosikan desa 
wisata RHP melalui 
eevent-event dari 
komunitas swasta 
tersebut, atau juga 
dapat menjadi sponsor. 
 
 
1. Mendapatkan tawaran 
bekerja sama dari 
pengelola desa wisata 
RHP. 
Pendapat yang diterima 
dapat dengan baik dan 
disalurkan dalam bentuk 
proposal kepada 
pemerintah daerah. 
Banyak sekali yang 
menjadi stakeholders 
sekunder, misalnya 
bekerja sama dengan 
komunitas jeep 
adventure Magetan, 
sehingga dengan mudah 
mendapat jaringan 
terkait outbound di desa 
wisata RHP. Hambatan 







mengunjungi desa wisata 
RHP karena bantuan 
kerja sama dari biro 
perjalanan dan promosi 
liputan kegiatan dari 
media massa. Hambatan 
masih seputar dengan 
pandemi covid-19. 
Sumber : Data wawancara 2021 
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Peran yang telah dilaksanakan stakeholders dalam Tabel 1 merupakan gambaran yang 
jelas, bahwa sudah cukup baik dari setiap elemen yang mampu berjalan sesuai dengan tanggung 
jawab. Ouput yang dihasilkan telah dianalisis dengan penilaian dari peran yang telah 
dilaksanakan, meskipun dari masing-masing stakeholders memiliki kendala dalam 
menerapkan tanggung jawabnya, tetapi harapanya hambatan itu dapat segera terselesaikan 
dengan suatu koordinasi dari pemerintah desa dan pihak pengelola desa wisata RHP khususnya 
untuk dapat meminimalisir dampak buruk yang tidak diinginkan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah stakeholders yang terlibat di dalam pengelolaan 
Desa Wisata RHP terdiri dari stakeholders primer, yaitu masyarakat Desa Randugede, 
stakeholders kunci yaitu Badan pengelola desa wisata RHP (sub unit BUMDES Randualas dan 
investor) dan Disparbudpora, serta stakeholders sekunder yang meliputi pemerintah Desa 
Randugede, komunitas-komunitas swasta, biro perjalanan pariwisata dan media massa. Peran 
dari masing-masing stakeholders menyatakan kerja sama yang saling bersinggungan satu sama 
lain. Kekhawatiran yang diragukan akan adanya konflik yang terjadi dari masing-masing peran 
stakeholders tidak ada yang dihasilkan dalam pengembangan dan pengelolaan. Saran yang 
dapat diberikan adalah sebaiknya baik Pemerintah Desa dan pengelola mampu lebih giat 
mensosialisasikan dan memberikan transparansi pertanggung jawaban peran yang dimiliki oleh 
masing-masing stakeholders khususnya kepada msyarakat Desa Randugdede yang menjadi 
subjek sekaligus menjadi objek dari kegiatan pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata 
RHP agar tidak menimbulkan kekhawatiran akan keberhasilan kegiatan.  
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